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ABSTRAK

Perceraian yang diajukan melalui lembaga perceraian atau
pengadilan agama, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara
suami dan istri yang bercerai tersebut, begitu pula terhadap anak serta
harta dalam perkawinan yang dihasilkan oleh mereka berdua selama
perkawinan. Mengenai proses perceraian baPI suami istri gang berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil JIJDNS) atau salah satu yang berstatus PNS
tidak semudah proses perceralian yang dilakukan oleh pasangan suami
istri yang tidak berstatus PNS. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri
Sipil sebagai unsur aparatur ne_Eara, abdi negara dan abdi masyarakat
harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku,
tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, termasuk dalam_ menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
Permasalahan ?/ang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian ba%l
PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990.
Namun ternyata dengan adanya peraturan tersebut tidak dapat menekan
tingkat perceraian baik itu cerai talak ataupun cerai gugat yang berada
di lingkungan Pengadilan Agama. -

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa fokus penelitian
yang akan dikaji. Antara lain sebagai berikut: 1. Bagaimana

elaksanaan/pemenuhan nafkah istri gasca perceraian menurut
eraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983? 2. Apa saja yang
menjadi pertlmban]qan Majelis Hakim dalam menentukan Putusan
Perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg tentang Perkara Cerai Talak
yang dla_f_ukan olen PNS?. o _
_ ujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan
dan Perceraian Bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983. 2. Untuk
mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
menentukan Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg tentang
Perkara Cerai Talak yang diajukan olenh PNS.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan metode
pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis. )

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa : 1. Pengadilan Agama
Pandeglang tidaklah menerapkan dan menggunakan Pasal 8 Peraturan
Pemerintan Nomor 10 Tahun 1983 tersebut terkait pembagian gaji bagi
istri yan? diceraikan karena peraturan tersebut bertentangan dengan
hukum Islam. Hakim memiliki hak contra legem yaitu hakim
diperbolehkan menabrak peraturan dan Undang-Undang yang
berlawanan dengan adat suatu masyarakat. 2. Majelis hakim dalam
memutuskan perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg berdasarkan
kepada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan dasar hukum
serta fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Putusan
:jt_u udn telah sesual dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku

i Indonesia.



ABSTRACT

Divorce filed through a divorce institution or a religious court,
of course, will have legal consequences between the divorced husband
and wife, as well as the children and marital assets generated by both of
them during marriage. Regarding the divorce process for a husband and
wife who is a Civil Servant (PNS) or one with a PNS status, it is not as
easy as the divorce process carried out by a husband and wife who are
not civil servants. This is because Civil Servants as elements of the
state apparatus, state servants and public servants must be good role
models for society in their behavior, actions and obedience to the
prevailing laws and regulations, including in carrying out family life.
Problems related to marriage and divorces for civil servants are
regulated in PP. 10 of 1983 jo. PP No.45 of 1990. However, it turns out
that the existence of this regulation cannot reduce the divorce rate,
whether it is divorce, talak or divorce under the Religious Courts.

Based on the description above, there are several research
focuses that will be studied. Among other things, as follows: 1. How is
the implementation / fulfillment of wife's livelihoods after divorce
according to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning
Marriage and Divorce Permits for Civil Servants jo. Government
Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendment to Government
Regulation Number 10 of 1983? 2. What were the considerations of the
Panel of Judges in determining the Decision on Case Number
47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg concerning Divorce Cases filed by PNS?.

The objectives to be achieved in this study are as follows: 1. To
find out how the implementation of Government Regulation Number
10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants
jo. Government Regulation Number 45 of 1990 concerning
Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983. 2. To find
out what the Panel of Judges considered in determining the Decision on
bCase Number 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg concerning Divorce Cases filed

y PNS.

The approach to the problem in this research is the normative
juridical approach. The research specification used in this research is
descriptive analysis.

This study found that: 1. The Pandeglang Religious Court did
not apply and use Article 8 of Government Regulation Number 10 of
1983 regarding the distribution of wages for divorced wives because
the regulation is against Islamic law. Judges have the right to contra
legem, that is, judges are allowed to violate regulations and laws that
are against the customs of a community. 2. The panel of judges in
deciding case Number 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg is based on
considerations that are in accordance with the legal basis and facts
found in the trial process. The decision was in accordance with and did
not contradict the laws in force in Indonesia.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis magister di
lingkungan Program Pascasarjana IAIN “SMH” Banten mengacu
kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1978, tanggal 22 Januari
1988, dengan sedikit penyesuaian. Transliterasi huruf-huruf Arab
tertentu bisa dibuat dengan menggunakan 7ime New Arabic 12,

dengan cara sebagai berikut :

a = Tekan a dan tekan shif+titik
A = Tekan A dan tekan shif+itik
i = Tekan I dan tekan shif+titik
1 = Tekan I dan tekan shift+koma
u = Tekan udan tekan shif+titik

U = Tekan U dan tekan shif+tkoma
h = Tekan h dan tekan shif+kurung kurawal kanan
H = Tekan H dan tekan shif+kurung kurawal kiri

s = Tekan s dan tekan shif+ kurung kurawal kanan

viii



S = Tekan S dan tekan shif+kurung kurawal kiri

Tekan s dan tekan garis miring

m.
I

S = Tekan S dan tekan shif+garis miring

d = Tekan d dan tekan shif+kurung kurawal kanan
D = Tekan D dan tekan shif+ kurung kurawal kiri

t = Tekan t dan tekan shif+kurung kurawal kanan

T = Tekan T dan tekan shif+kurung kurawal kiri

Tekan z dan tekan garis miring

N-
I

Z =Tekan Z dan tekan shif+garis miring
z = Tekan z dan tekan shif+kurawal kiri

Z = Tekan Z dan tekan shif+kurung kurawal kiri

Konsonan Tunggal
Huruf .
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
Tidak
lif . .
| ali dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba B/b Be
- ta’ T/t Te




& tsa’ S/s Tse (s titik di atas)
c jim J/j Je
C ha’ H/h Ha (h titik di bawah)
> Kha (gabungan k dan
kha’ Kh/kh
C a / h)
d dal D/d De
3 zal’ 775 Zal (z dengan titik di
atas)
4 ra’ R/r Er
j zai Z/z Zet
U sin S/s Es
Ui syin Sy/sy Es dan ye
ol sad S/s Es (dengan titik atau
o garis di bawah)
ol dad D/d De (dengan titik atau
o garis dibawah)
b2 Ta’ Th T (dengan titik atau
o garis di bawah)
A . (dengan titik atau
a 7/ Z (deng k
z z
' o garis di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
& gain Gh Ge ( gabungan ta
dengan h
A fa’ F Ef
g qaf Q Qi
& Kaf K Ka
d lam L El




] mim M Em
O Nun N En
3 wawu \% We
o Ha’ H Ha
& hamzah ¢ Apostrof
¢ ya’ y ye
Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
Lo
LRI~ ditulis “iddah
Ta’ marbutoh
1. Bila diamalkan ditulis h
aon ditulis hibah
2\1}9 ditulis Jizyah

( Ketentuan ini tidak dilakukan terhadap kata-kata Arab yang
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku,
seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).
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Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

QE\SJY\ ) JS ditulis Karamah al auliya

2. Bila ta’ marbuthah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah

dan dhammah ditulis t.

Jhﬁ\ SISJ ditulis Zak tul fitri
Vokal pendek
[ kasrah ditulis i
— fathah ditulis a
A
SO dammah ditulis u
Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
alala ditulis Jahiliyyah
Fathah+ya’ mati ditulis a
(S ditulis yas’a
Kasrah+ya’ mati ditulis i
A JS ditulis Karim
Dammah-+wawu mati ditulis u
) Jé ditulis Furudu
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Vokal Rangkap

Fathah+ya’ mati ditulis ai
es:lﬁ ditulis bainakum
Fathah+wawu mati ditulis u
d )3 ditulis qaulun
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MOTTO
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut

kadar kesanggupannya.

(QS. Al - Bagarah : 233)
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